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Abstract: One of the reasons for the end of the marriage was the declaration of divorce that was
carried out in court (The Court of Syar'iyah). However, sometimes there is also the practice of divorce
outside the court through the religionist (or known by ze#ngku) or village officials, as happened in Aceh
Besar district. The purpose of this study was to determine the causes of divorce outside the court that
occurred in Aceh Besar District and how the fewngkn perspective provides an understanding of the
problem of under-handed divorce, especially in society. The type of research in this is qualitative with
a normative legal research approach. The cause of divorce outside the court in Aceh Besar District is
a habit, lack of legal awareness, personal problems that must be covered up, previous marriages through
illegal gadhi, economic factors and the long trial process. The perspective of zeungks in providing an
understanding of the issue of divorce outside the court is legal
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A. Pendahuluan

Perceraian menjadi awal yang menandakan berakhirnya suatu perkawinan sepasang suami-istri.
Islam sendiri menjatuhi hukum asal perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Hal inilah
yang menyebabkan hukum Islam di Indonesia mempersulit perceraian. Prinsip mempersulit perceraian
yang termuat dalam peraturan Indonesia dengan mengharuskan adanya alasan-alasan ketika terjadinya
perceraian serta mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan pengadilan.!

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, bermaksud perceraian di luar persidangan dianggap
sebagai perceraian yang tidak diakui keabsahannya oleh hukum negara atau dikenal dengan istilah talak
di bawah tangan. Perceraian atau yang identik dalam hukum Islam dikenal dengan talak, secara bahasa
diambil dari kata #hldg? yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, yang artinya
terlepas ikatannya dan terbebas darinya, memiliki arti bahwa talak merupakan lepasnya suatu ikatan

perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.3

1 Agustin Hanapi, Konsep Perceraian dalanm Islam: Sebuab Interpretasi Ulang, Banda Aceh: Shaifah, 2018), cet. 1, him.
222.

2Wahbah Az-Zuhaili, A/-Figh Al-Isiami Wa-Adillatu, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986 M), vol.7, hlm.
318.

SAl-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.
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Talak di bawah tangan menjadi sebuah permasalahan yang serius untuk diselesaikan, mengingat
kepastian akibat hukum talak tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Talak di bawah tangan yang
secara definitif dapat diartikan sebagai bentuk perceraian yang dilakukan di luar prosedur yang sudah
diatur dalam undang-undang menimbulkan kerugian yang paling utama terhadap beberapa pihak.
Ketentuan perceraian di depan Pengadilan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu
pula bagi orang-orang yang beragama Islam harus melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan
Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang kemudian
ditegaskan kembali dalam Pasal 115 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian di depan
persidangan merupakan bentuk pembaharuan hukum perkawinan Indonesia. Tujuannya adalah untuk
membenahi perceraian yang teratur dan terprosedur dengan memperhatikan hak-hak para pihak dan
tidak dilakukan semena-mena.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. 4 Adapun sifat penelitian adalah yuridis empiris dengan mengarah kepada penelitian hukum
klinis yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi melihat perspektif
Tengku Dayah Kabupaten Aceh Besar tentang talak di bawah tangan. Pada penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
teknik yang digunakan adalah deskritif analitis, yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menganalisis
data terkait talak di bawah tangan berdasarkan perspektif Tengku Dayah Kabupaten Aceh Besar. Data
yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat teratur, runtut,
logis dan tidak rumpang serta dalam kalimat yang efektif.

B. Pembahasan
1. Talak Menurut Hukum Islam

Talak secara bahasa diambil dati kata #bldg yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan
memisahkan, misalnya #dgah thdlig (unta yang tetlepas tanpa ikatan) dan juga kalimat asirun
muthth@lignn, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.” Sedangkan talak secara istilah
melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.® Talak pada dasarnya dilakukan untuk
mengakhiri perkawinan yang tidak pantas lagi untuk dipertahankan, misalnya terjadinya pertengkaran
terus-menerus antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan lagi, atau salah seorang suami atau
istri berbuat zina dan lain sebagainya, maka demi menolak kemudharatan, ajaran Islam membolehkan
mengakhiri sebuah perkawinan dengan jalan talak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah
ayat 229:

4Soetjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.
SWahbah Zuhayli, A/-Figh Al-Istami Wa-Adillatub ..., hlm. 318.

°Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 191-192.
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Artinya:Talak (yang dapat dirnjuki) dna kals, (setelah itu snami dapat)menahan dengan baik, atan menceraikan
dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamn mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) khawatir tidak mampn menjalankan
hukunm-hukum Allah. Jika kamu kbawatir babwa kednanya (suami istri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allab, Maka tidak ada dosa atas kednanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allab, maka janganiah kamn melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukumr-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang alim. (QS. Al-
Bagarah:229)

Allah SWT membatasi hak talak yang dapat dirujuk hanya dua kali talak. Jika suami mentalak
istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka suami mempunyai dua
pilihan selama masa iddahnya yang tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan perdamaian
dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkan menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya
suami memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik dan tidak menzhalimi haknya sedikitpun
dan tidak juga merugikannya istrinya.”

Hubungan suami-istri adalah perjanjian yang kuat dan kokoh. Karena Allah SWT menetapkan
tata aturan yang menjamin kelestariannya. Namun adakalanya niat untuk membangun keluarga yang
harmonis dapat terbentur oleh sikap kemanusiaan kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak
tercapainya keharmonisan yang dikehendaki Allah SWT. Dalam mengatasi persoalan inilah talak
disyariatkan dengan tata cara yang telah ditentukan-Nya, karena mempertahankan hubungan
perkawinan yang dipenuhi rasa ketidakcocokan antara suami-istri secara berkelanjutan bukan
merupakan tujuan suatu perkawinan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan hak talak sebanyak tiga
kali kepada suami, dengan harapan pada talak yang pertama suami-istri dapat saling memahami
kesalahan masing-masing dan berusaha melakukan pendekatan untuk mencapai keharmonisan.

Dasar hukum selanjutnya yaitu surat Al-Thalaq ayat 1, firman Allah SWT:

&%?g@éﬁ&ﬁ};} 2355 AT 1857580401 ke s 280 }zl.b PRI 15 6207 80
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Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada
waktu mereka dapat (menghadapi) iddabnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddab itu serta
bertakwalah kepada Allah Tubanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
Janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah
hukum-hukum Allabh, maka sesunggubnya dia telah berbuat 2alim terbadap dirinya sendiri. Kamn
tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatn hal yang baru.

"Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), jilid 1, hlm. 425-
426.
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Hukum Islam, membagi hukum talak kepada beberapa ketentuan, talak yang diharamkan
adalah talak /zd%, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa sebab (kondisi rumah
tangga dalam keadaan normal) dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan.”

Sebagaimana keharusan yang mesti ada pada bentuk-bentuk akad dan transaksi yang lain, untuk
keabsahan talak juga mesti memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat
tentang rukun talak di antaranya:

Rukun talak dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighat atau lafal yang
menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi syar7 maupun apa saja yang menempati posisi
lafal-lafal tersebut.”

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:"
Orang yang mampu melakukannya.
. Dilakukan secara sengaja.
Istri yang dihalalkan.
. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal &inayab.
Menurut mazhab Syaf’i, rukun talak ada lima yaitu; orang yang mentalak, objek talak,

kekuasaan objek talak, shigat atau kata-kata talak, gasdhu (kesengajaan).'" Begitu pun Hambali
berpendapat rukun talak ada lima; laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan dan maksud.

/0 o

Talak dikatakan sah jika orang yang mentalak itu suami yang baligh dan sehat akalnya,'
hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

yal orgy oo A gy b 1B oy vy ade B Lo ) 5116 Legie @ o) ol o) o0
wSA1JU Lo, W Ll bl el g ade o ) gy daad iy s G O dp sa
Bazle opl olgy) GLb sl ok GO U1 Slagiy B OF Ay @ anal ode g

Artinya:Dari Ibnu Abbas Ra. ia menuturkan, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAN maka berkata:
Wahai Rasulullah SAN, tuanku telah menikabkankn dengan budak perempuan, lalu ia hendak
memisabkanku darinya. Maka Rasulullah SAN naik mimbar, kemudian bersabda: Wahai manusia,

mengapa ada seorang diantara kalian yang menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuannya,

kemudian ia ingin memisabkan kednanya? Sesunggubnya talak itu di tangan suami (bukan majikan).

(HR.Ibnu Majah)

8Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulnghul Maram, (Jakarta: Darus Sunnah,
2013), hlm. 13.

?Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, Bada'i' wa Al-Shana’i', (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Timiyyah, 1986),
juz 3, hlm. 98.

""Menurut Ibn Juza (Ulama Malikiyah), Rukun talak ada tiga, yaitu a/-muthalliq (suami), al-muthallagab (istri), dan
al-shighah (lafal atau yang menempatinya secara hukum), lihat dalam: Wahbah Zuhayli, A~Figh Al-Isiimi wa Adillatub
..y hlm. 361-362.

"Xahbah Zuhayli, Figih Imam Syafi’i, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.
580.

12Al-Tmam Abi Abdullah Muhammad bin Idrtis Syafi’i, A+Umm, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1961), juz
VI, hlm. 642.

BAl-Imam Syaukani, Bustanul Abbar Mukbtasar Nail Al-Anthar, tetj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep
Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 573.
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Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, mabuk, gila, dan tidur, baik talak menggunakan
kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil “‘jika aku baligh istrifku terceral” atau
seorang yang gila berkata “jika akn sadar engkan tercerar’."* Maka sifat mukallaf merupakan syarat, jadi
orang safih (pemboros), meski tidak seberapa, hukumnya tetap sah. Ketentuan ini disandarkan kepada
Hadits Nabi SAW:

s L, ,é}gw\fﬁwfr)ﬁ\@Jwvlﬂjwmg.p&w}@ohwmgb)wuf
Bask o Jin g 05 5os S o pha

Artinya: Diterima dari Aisyah R.A., Nabi SAW  babwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang,
yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga
ia ingat atan sadar’ (H.R. Abmad dan al-Arba'ab kecnali al-Tirmidzi. Hadits dianggap shahib oleh
al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh 1bnn Hibban).

Jumbhur ulama sepakat, orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa,
berstatus merdeka dan tidak dipaksa. Kemudian mereka berselisth pendapat tentang talak yang
dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, orang mabuk, orang sakit parah dan orang yang menjelang

dewasa.'®

2. Talak Menurut Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif mengatur segala aspek masalah
termasuk tentang pernikahan dan perceraian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara putusnya perkawinan
adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan
perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang
telah hidup sebagai suami istri."”

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya seringkali perkawinan
tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,

4Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Iigh Munakabat, (Jakarta: Amzah,
2011), hlm. 261.

1>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan lbnu Majah, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman,
(Semarang: Asy-Syifa,1992), hlm. 746.

1Tbnu Rusyd, Bidayatu! Mujtabid wa Nibayatul Mugtasid, tetj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Surabaya: Hidayah, 2013),
hlm. 180.

Y7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, hlm. 189.
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perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.'®

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus
karena:

a. kematian,
b. perceraian, dan
c. atas putusan pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami, dan
perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang
menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda."”

Perceraian yang telah terjadi tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat
dalam Pasal 41 yang berisikan tiga poin, di antaranya: Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik
anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan lah
yang berhak memutuskan; Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak
(suami), apabila kenyataannya bapak tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu (istri)
juga ikut serta menanggung biaya tersebut; dan bagi suami wajib memberi biaya untuk istri yang sudah
diceraikannya/yang menceraikannya.

3. Kasus-Kasus Talak di Bawah Tangan yang Terjadi di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan penelitian terhadap kasus talak di bawah tangan kasus yang diperoleh sebagai
berikut:
Tabel II. Beberapa Kasus Perceraian di Bawah Tangan di Kabupaten Aceh Besar

Pasangan
Perceraian Tanggal Perkawinan
No. di Bawah dan Cerai Alasan
Tangan
Menikah pada tahun 2006 Pertengkaran dan
1. M dan ES dan berpisah pada KDRT karena suami merasa bosan dan
pertengahan tahun 2007 tidak sanggup memberi nafkah
Menikah pada tahun 2017 .
5 Sf dan SR dan berpisah pada tahun Merasa tidak cocok antara satu dengan

2020 yang lain karena dijodohkan

Menikah pada tahun 2003 Suami selingkuh dan melarang

> AR dan ST dan berpisah tahun 2005 mempunyai keturunan (KB)

18Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002),
hlm. 41.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 4, hlm. 206.
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Menikah pada tahun 2011 g i ane pulang dan tidak diberi
4. | DWdan NS (nikah sirri) dan berpisah uami jarang puiang dan tidak dibe
nafakah
pada tahun 2019
Menikah pada tahun 1994 .
5. TF dan DN dan berpisah pada tahun Sudah t1dgk .
2001 menyukai satu sama lain
Menikah pada tahun 2015 . o
6 MM dan BN dan berpisah pada tahun Suami menganggap istri mandul dan
' 2020 tidak bisa memiliki anak
Menikah pada bulan
- AM dan NH Eese.m}bier ZdOO]E;dan b Istri malas dan tidak menunaikan hak
. an Z(e)gglsa pada Desember suami

4. Faktor Penyebab Terjadinya Talak di Bawah Tangan di Kabupaten Aceh Besar

a. Sudah menjadi suatu kebiasaan
Banyak dari masyarakat yang bercerai sebelumnya tidak melalui Mahkamah Syar’iyah, sehingea
kebiasaan yang sebelumnya masih sering juga dilakukan masyarakat hingga saat ini, dengan anggapan
bahwa cukup dengan cerai gampong saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salbiah yang menyatakan
bahwa yang bercerai di bawah tangan di kecamatan ini cukup banyak, cukup dengan cerai gampong
seperti yang sudah-sudah.”’

b. Kurangnya kesadaran hukum
Masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang

yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah
perceraian. bahwa sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama,
namun melakukan perceraian tidak melalui pengadilan. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat di
Gampong sudah sedikit banyak tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan
yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian baik melalui penyuluhan oleh pihak Kantor Urusan
Agama, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum (Syari’ah) di berbagai
Universitas/Institut yang mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat.

c. Masalah Pribadi yang harus ditutupi
Talak tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang

mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah
mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang. Hal ini yang
dilakukan oleh Yeni (Guru MTs) yang bercerai dengan Suaminya Sudirman, tanpa melalui pengadilan
karena tidak ingin penyebab perceraiannya jadi pembicaraan banyak orang karena diketahui oleh
banyak orang apalagi sampai diketahui wali murid dan rekan sesama guru, oleh karena itu dia bercerai
hanya dihadiri oleh suami, kedua orang tua, saksi dan Tengku.*

20Hasil Wawancara dengan Nisa, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Rabu, 07 Agustus 2019.
2Wawancara dengan Abddutrahman, Tokoh Masyarakat, Rabu, 25 Maret 2020.

2\Wawancara dengan Mat Yani, Tokoh Masyarakat, Rabu, 25 Maret 2020.
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d. Pernikahan sebelumnya melalui qadhi liar
Praktik di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa qadhi liar (tidak tercatat). Faktor

penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor
hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan,
berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki
wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Jadi disaat
mengawali pernikahan dengan menggunakan qgadhi liar atau nikah dibawah tangan maka disaat
penyelesaian nikah/ talak juga dengan melalui proses dibawah tangan.”
e. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di bawah tangan. Ini bisa
dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, schingga mereka tidak sanggup membayar
persidangan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melalukan perceraian di luar pengadilan
biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan lumayan
besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Padahal Mahkamah
Syar’iyah dapat memberi keringanan biaya bagi yang benar-benar tidak mampu. Tetapi tesap saja ada
oknum yang melakukan cerai di bawah tangan karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi,
kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.**

f. Masalah waktu
Selalu dijadikan alasan bahwa cerai lewat pengadilan itu lama, seperti hasil wawancara dengan

Altafunnisa, dimana beliau katakan jika melalui persidangan bisa sampai berbulan-bulan, karena sudah
tidak tahan lagi dengan sikap suami, kalau tidak lewat pengadilan, bisa lebih cepat, tinggal menulis talak
yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami saya langsung mengucapkan lafaz talak, dengan begitu
saya langsung bisa bercerai, lagi pula kami bercerai baik-baik, dan suami saya baru menjatuhkan talak
satu. Jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai ke pengadilan, baru talak satu kalau ingin
kembali harus bagaimana, saya rasa akan buang-buang waktu.”
5. Pendapat Tengku Dayah di Kabupaten Aceh Besar tentang Keabsahan Talak di

Bawah Tangan

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa orang Tengku dayah terkait keabsahan talak di
bawah tangan:

a. Tgk. Aria Sandra®
Persepsi Tgk. Aria terhadap perceraian di luar Mahkamah adalah sah dalam hukum Islam,

asalkan cukup syarat dan rukunnya, ada wali dan saksi yang benar. Sedangkan secara hukum positif
bahwa talak itu baru sah dijatuhkan itu di depan Pengadilan, dan hal itu memang menjadi pengetahuan
umum. Tgk. Aria memberi pemahaman bahwa secara hukum Islam yang terdapat dalam kitab para
alim ulama terdahulu, jika suami menjatuhkan talak dengan lafaz yang jelas atau mengindikasikan talak
maka jatuh talak tersebut. Hanya saja pada lafaz kinayah (indikasi talak) membutuhkan kepada niat.
Kemudian ia menambahkan:

PWawancara dengan Dina, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Kamis, 05 Juli 2018.
24Hasil wawancara dengan Sari, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Senin, 05 Agustus 2019.
ZHasil wawancara dengan Siti, Pelaku Perceraian di bawah tangan, Selasa, 03 September 2019.

20Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
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“Tgk dayab atan ulama dayab, boleh dikatakan sebenarnya tidak mengeluarkan pendapat secara pribadi
itn kata kuncinya, apapun yang diminta kepada Tengku dayah ataw ulama dayah itu tidak
mengeluarkan secara pribadi melainkan dasarnya mernjnk kepada kitab fiqib, semacam al-Bajurz, kalan
di kalangan dayah itu lebih merujuk kepada Syarh Bajuri, lanatut Talibin, Hasyah Qulynbi wal

Amirah.”

Sumber dari pendapat tersebut bukan lah dari kemauan Tengku ataupun ulama saat ditanya
langsung oleh pihak masyarakat terkait masalah talak. Melainkan mengikuti arahan dari kitab klasik
ulama terdahulu yang diajarkan dalam kurikulum dayah. Penyebab utamanya melakukan ini adalah
ketidaktahuan, barang kali ini kurang sosialisasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini seperti KUA
ataupun mitra lainnya.  Kementerian Agama adalah mitra dengan Mahkamah, setidaknya
menyampaikan proses perceraian pada masyarakat melalui jalur Mahkamah. Selanjutnya beliau
menklasifikasikan ulama menjadi dua:

Saya libat nlama dayah ini ada dua persepsi, ada yang moderat, ada yang memang mengannt ,ajaran
sufi. Kalan yang moderat ini mereka pabam dengan undang-undang. Kalan ada nanti permasalahan
rumalb tangga barangkali ini diarabkan ke sana. Tapi kalau yang menganut sifat sufisme, saya rasa
ada sikap acub tak acubnya terhadap Undang-Undang.”™

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa ada sebagian ulama yang tidak mengikuti aturan
dari negara, yaitu tidak mengikuti aturan talak di pengadilan. Padahal dalam pemerintahan juga sudah
ada sebagian ulama yang tentunya membuat aturan hukum karena kemaslahatan dari beberapa masalah
yang timbul. Hal ini senada dengan apa yang dikatakannya:

“Kalau sekarang ini saya libat besar sekali dampak negatifnya, karena terkait dengan negara kita negara
administrasi, semuanya harus tercatat, okelah kalan kita katakan setelah bercerai kita tidak lagi
menikal, tapi bagaimana kalan seandainya nanti kita ingin menikah lagi, nah sedangkan ketika kita
mendaftar ke KUA nanti ada diberikan berkas, salah satu syarat di sitn adalah surat pernyataan
perjaka, apakal sudah duda atan masih perjaka. Kalau nanti di sana kita sudab duda, artinya kan

diminta surat dari mahkamab, mana surat perceraiannya, jadi Ralan tidak ada, secara otomatis tidak
bisa.”’

Pernyataan Tgk. Aria di atas dapat dipahami bahwa aturan pemerintah sebenarnya bertujuan
agar tidak terjadi kecolongan pernikahan lainnya yang masih ada ikatan nikah. Bahkan cerai di bawah
tangan berdampak menguntungkan suami harta, karena yang menguasai harta itu suami disebabkan
belum ada akta cerai. Akhirnya si istri yang terdhalimi, dan tidak bisa menuntut hak apapun di
pengadilan terhadap hartanya. Jadi inilah dampak negatifnya, sedangkan positifnya tidak mengeluarkan
biaya, lebih cepat dan sukar.

b. Tgk. Faisal Ali*

?"Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
28Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
2Hasil wawancara dengan Tengku Aria, Tengku Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

3Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
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Berikut ini adalah wawancara dengan Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh, Tgk.
Faisal Ali yang juga merupakan Wakil MPU I Aceh:

“Banyak, orang yang bercerai secara agama di kampung banyak, jadi makanya salah seorang sudah
bercerai kemaren misalnya dirnmal, seperti kasus ini, mereka baru putus jika berpekara di pengadilan,
padahal sudab cerai dirnmab. Selanjutnya kapan pun dilafazkan jatub tidak dimnktabarkan dengan
marah, makanya talak dan $yirik itu dua buah hal yang tidak boleb sampai walaupun marab, walaupun
sukar sekall, walanpn marabh sekali tidak boleh sampai batasnya karena sudab dipagar, tidak boleh
main-main. Jadi makanya kalan di gampong banyak karena bagi orang yang tidak ada rencana lagi
untuk pulang tidak ada penyesalan setelah itn maka terjadi cerai terns.””’

Beliau menjelaskan bahwa talak sudah banyak terjadi di dalam ranah masyarakat gampong
tanpa diselesaikan pada pihak pengadilan. Talak pun dijatuhkan dalam keadaan marah meskipun hal
tersebut dilarang dalam agama seperti syirik. Bahkan perceraian tersebut berakhir dengan putusnya
silaturrahmi selamanya.

Kemudian beliau menambahkan faktor penyebab terjadinya perceraian dibawah tangan:

“Kalan faktor-faktor itu ada beberapa, yang perta janh untuk pergi ke Mahkamab karena ke Jantho,
kenmudian sedikit tidaknya banyak diantara kita awam bernrusan masalah dengan administrasi sebingga
tidak mengerti tentang datang ke NS kemudian ekonomi tidak ada biaya untuk pergi. Ada seseorang
mengadn kesini, belian hanya bekerja membawa becak jadi entah bagaimana istrinya sudab selingkuhlah
sudalh lari, datang orang tua, biarkan mereka bercerai, bercerai ke Pengadilan, kemudian ada pengacara,
dikarenakan mereka ada rumab tapi belum begitu siap, kelnarga perempuan berkeinginan babwa rumah
tersebut harus ke pihak isteri, entah bagaiman ada pengacara, orang awam mempunyai penghasilan 80
ribu perhari, tingkat pegacara pun tidak meminta nang 10 jt, padabal orang itu miskin hanya pembawa
becak. Jad terkait dengan perkara kalan menggugat masalab tentang harta, anak di perlukan pengacara,
Jadi ekonomi inilah yang membuat masyarakat tidak sanggung datang ke Mabkamab. Inilaha resiko
Jika berpekara, tapi kalan langsung jatub talak di kampung sudah aman, masalab tanab ini itn di
damaikan oleh orang gampong, tapi kalau di pengadilan, dia pun orang yang awam ketika pengacara

bilang seperti itn ya seperti itn”.”

Materi adalah faktor utama penyebab dari perceraian di bawah tangan. Hal ini menjadi beban
bagi masyarakat yang ekonominya rendah. maka mereka mengambil jalan lebih praktis dengan talak
dibawah tangan. Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa :

“Tawaran dari kita babwa Mabkamah Syariyah harus mengakomodir yaitu adanya isbat talak,

maknanya talak_yang dilaknkan di gampong itu tinggal memeriksa mensabkan, bukan memutuskan

talak di depan Pengadilan. Mensabkan talak yang telah terjadi atan melegitilasi talak yang telah
dilaknkan di rumah, yang telah dilaknkan di Sawah”.”

Beliau memberikan solusi agar pthak mahkamah membuat sistem isbat talak, dimana talak yang
telah dilakukan oleh pihak masyarakat dimanapun dan kapanpun bisa disahkan langsung oleh
Mahkamah Syar’iyah.

3Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
2Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.

$Hasil wawancara dengan Abu Faisal Ali, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Minggu, 03 Mei 2020.
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c. Tgk. Azwar™

Menurut beliau secara agama tetap sah, tetapi tidak menurut pemerintah, jadi semua terserah
pada pribadi masing-masing. Bahkan terkadang bila membutuhkan akta cerai untuk sesuatu maka baru
menaikan perkaranya ke pengadilan, bila tidak perlu maka tidak dipermasalahkan. Sebagaimana beliau
mengatakan:

“Umnmnya memang langsung talak sendiri terus, tapi kalan memang ada keperluan baru membuat
kepengurusan ke Negara, kalau memang karena perln surat untuk kawin lagi, barn mereka menaikkan
kasus ke Mabkamab, kalan memang tidak ya seperti terus”™

Ia menambahkan bahwa tetjadi talak ini secara spontan, bukan rencana akan membuat talak
ke Pengadilan.

“Umnmnya memang secara spontan dan saya pun tidak ada menemukan apakah ada kejadian kalan
memang orang yang sekolabnya tinggi kemudian akan membuat talak di pengadilan itu tidak ada setau
saya, sebab awal terjadi talak itn dalam konflik kemudian barn membuat urusan.””

Kemudian Ia menyatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan hal yang sama tentang talak
dibawah tangan :

“Kalan disebut talak secara prosedurnya memang jatub langsung menurut pendapat Tengkn-Tengku dan
Ulama, tidak tanya lagi ke Pengadilan. Kalan menurut syafi’i jika dikatakan sudah saya talak tiga
walanpun becanda-becanda tetap jatub, kecuali hikayah atanpun memberi contoh kepada orang lain itu
tidak apa-apa, kalan dalam kitab kuning makanya tetap diwanti-wanti kalan ada yang melangsung
pernikaban walaupun di kawaked dan pimpinan pesantren tetap itu harus bati-hati jangan sampai
mengucapkannya, kalan bahasa Aceh kalimat sakral, jadi tidak ada syarat ketika dikatakan langsung
Jatub terus babkan secara surah secara hukum agama kalau ditanyakan oleh orang lain “kamu sudah
mentalak isteri kamu ya” jika menjawab “lya”, langsung jatub talak satu. Sehingga ketika muawiyah
sengketa dengan cucu Nabi SAW (Hasan), dibuat Muawiyah cara mengambil isteri seperti itu, untuk
akal-akalan mereka, sehingga bersaksi cucn nabi SAW dan pecablah Muawiyah.”””

Ia menambahkan bahwa :

“Karena dasar dalam hadis maupun kitab ketika di talak itu sudab jatub, jatub talak itu karena di
ucapkan, tidak ada dalam hadis kalan jatub talak itn harus ditabkim, dalam masa Islam awal-awal
setan saya memang seperti itu_juga, cuman ketika perdakwaan nanti barn dipuruskan oleh Pengadilan
karena sudah ada masalab jadi untuk pembuktiannya juga harus. Tetapi kalan dampak negatifnya ya,
orang akan semena-mena terus dengan di talak jatub terus karena tidak perln Pengadilan, dampafk
positifnya mungkin tidak ribet ketika ingin menjatubkan talak. Kalan positif tidak perln pengurusan,
administrasi tidak perln apapun langsung selesai dan putus, kalau lainnya jika memang ada kekerasan
ketika sudab ditalak maka langsung terlepas. Kalau negatifnya lebih berat ke sosialnya, orang sudab
ditalak sudah ada anak sekian, kalau anak yatim ada orang yang memperbatikan, sediblah sosialnya

3*Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.
$Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.
%Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.

3Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.
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dan pendidikannya tidak terurus lagi jika memang sudabh ada anak. Kalau di Pengadilan lamgsung

ditetapkan terus tentang biaya anaknya”.”

Ia mengatakan bahwa di dalam hadis dulu tidak ada putusan nikah harus ke pengadilan
sehingga petlu di zahkim dulu baru putus. Memang ada sisi negatif dan positif dari kedua hal tersebut.
Bila mengikuti Tengku dayah otomatis mudah namun susah pengurusan nantinya. Bila mengikuti
aturan pemerintah maka sulit pada administrasi namun mudah saat proses kedepannya.

d. Tgk. Hasbi”
Berikut ini adalah tanggapan beliau saat penulis mewawancarai:

“Jadi kita bicara sesuai jalur hukum dulu, karena hukum ada dua, hukum yang berbubungan dengan
akblak langsung manpun hukum yang berhubungan dengan dunia. Sedangkan masalah perceraian ini
sebenarnya tidak butuh kepada saksi, tidak butnb kepada orang banyak, satu tempat kbusus sepertinya
Mabkamalh secara hukum akbirat/ Islam, sekedar kita melafazkean apakah ada didengar oleb ister
atanpun tidak didengar, tetap itu satu, dua atan tiga tergantung yang dilafazkan tetap terjatub. Cuman
dikarenakan kita bidup di negara yang berundang-undang diaturlah. Tapi secara hukum Undang-
Undang negara kalan sudab di atur satu ada Qanun tertentu melanggar kena bukuman hukuman
negara, istilabnya melanggar pancasila atau melanggar Undang-Undang Negara bukan Undang-Undang
Isiam. Masalah berkaitan dengan talak juga seperti itu mesti di Mabkamab, di Mahkamah oke lebih
baik, jadi dengan Allah terlepas dengan dunia terlepas, berarti kalan kita melanggar Undang-Undang
dunia, bebubungan dengan dunia salah-salab ditangkap, bermasalah. Tapi kalan hukum agama tidak

éldél 2940

Beliau menambahkan bahwa ada kasus yang pernah beliau tangani tentang permasalahan
dibawah tangan:

“Memang ada beberapa orang, bahkan ada yang telpon saya lafazkean begini bagaimana ustad, jadi saya
Jelaskan ada beberapa orang. Jadi ada pernah termasuk talak satn dan talak dua, ada yang lafaznya
sudah meragukan apakah jatuh talak tiga atan bukan, atau mesti kita cina buta, karena istilabnya
_yang pertama karena godaan syaitan yang kedna hawa nafsu, setelah melafazkannya barn menyesal. Itu
tidak lama setlah dua menit sudah sab, soalnya lafag; tentang talak itu tidak bisa bermain-main, cuknp
mudah tapi resiko bertabun-tabun, ada pernab yang kami beri penjelasan . ditelpon ini lafaznya, jadi
mengncapkan kepada isterinya kamn saya ceraikan, tanya sama saya apakab itu termasuk talak?, talak,
cerai kalan niatnya talak satu jatub jika ditinjau dar segi niat, tapi seandainya tidak ada niat lafaz; cerai
tidak ada niat, karena lafag cerai itn nyata jelas atan terang, kecuali kamu saya lepaskan it timbul,
lepaskan apa talak ataupun pegang tangan? Itu namanya lafaz kinayah tapi kalan talak, itu lafza

langsung, satn diniatkan satu jatuh, duna diniatkan dua jatub, niat tiga jatub tiga, habis.”."'

Penjelasan beliau terhadap masyarakat bahwa talak satu, dua, tiga atau tiga sekaligus akan jatuh
tanpa melihat tempat dan waktunya, tanpa melihat kondisi keadaan marah atau tidak, langsung atau
melalui media eletronik sama saja. Disamping itu setelah memberikan jawaban dengan jelas, beliau tetap

¥Hasil wawancara dengan Teungku Azwar, Teungku Dayah Ulee Titi, Minggu, 10 Mei 2020.
¥Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.
40Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020

#'Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.
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menganjurkan ke Mahkamah Syar’iyah agar diselesaikan secara undang-undang yang berlaku meskipun
kenyataannya mereka tidak ke pengadilan:

“Sesuai pertanyaan begitnlah saya jawab, ditanya waktu itu bagaimana talak kami, sab secara hukum
Syariat, tapi secara undang-undnag negara alangkah baiknya bapak pergi ke Mabkamah atan pun di
KUA dihadapan mereka lanjut lafazkan, ncapkan, jelaskan lagi, secara agama sab supaya ada
pengakuan mereka secara Undang-Undang Negara. Apakah Belian ada datang, saya juga tidak tau

tergantung belian”."

Penulis juga tidak lupa menanyakan seberapa banyak jumlah talak dibawah tangan di kawasan
tersebut, ternyata daerah kediaman beliau sangat banyak ditemukan talak dibawah tangan, bahkan ada
qadhi liar yang membantu untuk proses nikah yang sah secara agama. Padahal proses tersebut
memperumit keadaan setelah adanya harta dan anak nantinya. Meski oknum tersebut sudah dipanggil
beberapa kali ke kantor camat, beliau tetap menjelaskan sesuai hukum syari’at hingga tidak diambil
tindakan. Alasan lainnya bahwa lebih bagus di nikahkan dari pada mereka berzina.

Ia melanjutkan tentang penyebab dari terjadinya talak dibawah tangan:

Karena kalan di lnar mabkamab itn istilabnya tidak membutubkan kepada biaya, yang kedna tidak
perlu kita istilabnya tidak kelnar pergi ke sana kemari buat surat menyurat lebih ribet, jadi kalan syariat
it gampang saja disitn terus. Dari segi lainnya waktunya tidak lama, kemudian pun kalan ke sana
sudah bersabaja pergi kesana, kadang-kadang pergi kesana dada bapafk, kadang pun tidak ada bapak,
berbagai macam banyak sekali rintangan, hambatan-hambatan memang pas sekali perg: tidak langsung
selesai terus dan kalan kita orang Aceb secara umumnya lebib mengedepankan hukum agama, jarang
memang keciali memang orang yang berbubungan dengan pemerintah, perg: terus ke Mahkamabh, jadi
memang sesuai jalur bukum, jalur hukum dunia tidak terlalu kalan ada pun sekitar 30%, sedangfkan
70% lainnya lebib ke agama.”

Materi, waktu, dan kendala lainnya merupakan sumber utama masyarakat enggan dalam
mengambil keputusan untuk pergi ke Mahkamah Syar’iah dalam penyelesaian perceraian. Kemudian ia
melanjutkan kepada dampak dari perceraian dibawah tangan tersebut:

“Kalan dampak ada, pengarnbnya apabila kita seorang pegawai sangat berpengarub, apabila kadang
kita ada anak itu berpengarnb, masuk sekolah diminta surat nikah, dan surat cerai, sedangkan surat
nikah tidak keluar karena surat perceraian tidak ada, itnkan bermasalab. Jadi kalan positif itu kecul,
Jadi dampaknya lebih banyak mudharat, kerna sekarang semakin lama dunia semakin canggih semafkin
banyak surat menynrat yang dibutubkan yang beresiko memang kita, kalau dari segi hidup kita lempang
seperti memang mudab tapi kalan sudab berhubungan dengan pemerintah sudab sulit. Kalau bagi anak
ada _juga, tapi kalan secara ukum Islam seandainya masih kurang umurnya tujub tahun harus tunggal
dengan ibunya walaupun lelaki atau perempuan, tapi kalau di atas tujuh tabun dan sudah mumayiz
tanyakan pada si anak man pilih 1bn atan Bapaknya, itu kalan secara hukum Islam, tidak istilah hak-
hak asub secara detail, hanya seperti itn. Jelas iya itu dampak negatif dan kalan di Luar mabkamah
anak tidak diberi nafakabh oleh ayah tidak ada tindakan apapun sebab tidak ada yang peduli kareana
di luar Mabkamab. Tapi kalan di Mabkamab langsung ditentukan ambil haknya babkan ditentukan
langsung setiap bulannya. Jadi kalan perempuan memang lebih baik ke mabkamalh kalau libat keadaan

44

sekarang, 90% bagus kesana’.

4Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.
“3Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.

#Hasil wawancara dengan Teungku Hasbi, pimpinan Dayah Thalibun Huda, Senin, 11 Mei 2020.
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Inti dari pernyataan beliau, lebih baik ke Mahkamah dalam hal perceraian, karena meski sukar
dalam penyelesaian hukumya tetapi jelas tentang hak kepedulian anak maupun istri. artinya suami tidak
lepas tangan dalam memberi nafakah terhadap anak dan istri dalam masa talak, dan bisa di ambil kepada
jalur hukum apabila suami nantinya mengabaikan hak mereka. Disamping itu jika sudah berpisah tanpa
di jalur pengadilan maka anak juga menjadi korban disaat ingin membuat K'TP, KK dan nikah nantinya.

6. Dampak Pengakuan Talak di Bawah Tangan yang Terjadi di Kabupaten Aceh Besar
Dilihat dari berbagai sudut pandang, dampak keabsahan talak di bawah tangan yang terjadi di
Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

a. Tidak berlaku status perceraian menurut undang-undang®
Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan
tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan
perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap suatu perceraian. Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan
hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan
sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status
hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

b. Dampak negatif terhadap istri*
Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai

dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki
surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan
kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus
memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di
bawah tangan . Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak
mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti natkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian,
pangan.
c. Dampak talak di bawah tangan terhadap suami"’

Akibat perceraian di bawah tangan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga
berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di bawah
tangan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain.perceraian yang
dilakukan di bawalh tangan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap,
sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai
ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan.

YMaudidi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm. 23.
“Humaedillah, .Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 35.

YIMulis, Pandangan Isiam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 18.
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d. Dampak talak di bawah tangan terhadap anak®
Dampak negatif dari talak di bawah tangan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja

tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur
karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak
ayah untuk memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah

materi yang diberikan.

C. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa ada beberapa penyebab tetjadinya talak di bawah
tangan pada Kabupaten Aceh Besar diantaranya sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran
hukum, masalah pribadi yang harus ditutupi, pernikahan sebelumnya melalui qadhi liar, faktor
ekonomi, proses persidangan yang begitu lama dan juga alasan yang paling mendasar adalah banyak
masyarakat yang menganggap bahwa KHI bukanlah hukum Islam, sehingga ketika terdapat perbedaan
antara KHI dan Hukum Islam khususnya mazhab Syafi’i, maka masyarakat akan menjadikan sosok
tengku dayah sebagai rujukan utama dalam permasalahan hukum Islam.

Adapun perspektif tengku dayah Aceh Besar dalam memberi pemahaman tentang
permasalahan talak di bawah tangan terutama yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan menyatakan
keabsahan talak di bawah tangan sesuai jumlah yang dijatuhkan dimanapun dan kapanpun baik dalam
keadaan marah, senang atau lelucon(candaan) menurut tinjauan hukum Islam. Namun sebagian tengku
juga mengintruksikan agar setelah adanya penjatuhan talak dibawah tangan untuk segera
menyelesaikannya di Mahkamah Syar’iyah. Demikian pula belum menjatuhkan talak sama sekali dan
ingin bercerai. Sementara sebagian tengku lainnya tidak senada dengan aturan undang-undang
pemerintahan terkait masalah talak dan bahkan ada yang acuh tak acuh terhadap aturan pemerintah.
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